= Saifuddin, S.AQ.

‘7‘¢:’ .
>

Wali Nikah

. \1:_“\.

1 -
e ‘L'

N Telaah Kwalitas Sanad

L w

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Saifuddin, S.Ag

WALI NIKAH PEREMPUAN
DALAM SUNNAH

Kajian Kwalitas Sanad

Penerbit: SEARFIQH Banda Aceh
2013

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Wali Nikah Perempuan dalam Sunnah (Kajian

Sanad), Saifuddin, S.Ag, SEARFIQH BandaKI:vcaelEas

Penulis:
Saifuddin, S.Ag

Editor:
Dedi Sumardy
M. Yusuf

Design Sampul:
Maizuddin

Cetakan I, Shafar 1435 H / Desember 2013 M
ISBN:978-602-14123-4-3

Diterbitkan Oleh:;
Forum Intelektual al-Qur’an dan Hadits Asia Tenggara
(SEARFIQH), Banda Aceh
JI. Tgk. Chik Pante Kulu No. 13 Dusun Utara,
Kopelma Darussalam, Kota Banda Aceh, 23111
HP. 08126950111 ,
Email: searfigh@yahoo.com; penerbitsearfig@gmail

—

e

— HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

KATAPENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan
kehadirat Allah Swt, berkat kudrah dan inayahNyalah
penulis dapat merampungkan buku ini. Shalawat dan salam
penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw.
yang menjadi sumber pengetahuan bagi umatnya hingga
akhir masa.

Penulis sangat perlu mengucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu penulis me-
nyelesaikan penulisan buku ini, terutama untuk kedua
editor yang telah bersusah payah mendeteksi kesalahan
teknis buku ini, sehingga buku ini layak untuk diterbitkan.
Terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak
penerbit SEARFIQH Banda Aceh yang telah bersedia
menerbitkan buku ini.

Sebagian ulama tidak membolehkan wanita untuk
melakukan tasarruf pada akad nikahnya sendiri maupun
wanita yang berada dalam perwaliannya. Sebagian yang
lain membolehkannya pada wanita tertentu, dan ada juga
yang memperbolehkan secara mutlak tanpa memberi
persyaratan tertentu. Perbedaan ini dilatarbelakangi oleh
ketidakjelasan nas baik al-Qur'an maupun hadis yang
membicarakan persoalan tersebut.

Ulama yang membolehkan wanita untuk menjadi
wali nikah berdalil dengan keumuman ayat-ayat al-Qur‘an
dan hadis serta menolak hadis spesi ik yang diajukan ulama
yang melarang. Demikian juga halnya ulama yang melarang
berdalil dengan ayat-ayat umum dan hadis, di samping
sebuah hadis khusus yang diriwayatkan Ibnu Majah dari
Abu Hurairah. Kebalikan dari ulama di atas mereka
menjadikan hadis khusus ini sebagai dalil yang bias
menguatkan argumen mereka.
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8 Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Studi terhadap hadis yang dipakai para ulama telah
menyingkap bahwa tidak ada hadis shahih yang melarang
wanita untuk menjadi wali nikah dan tidak ada juga hagjg
yang secara jelas untuk membolehkannya. Maka persoalap
:ni merupakan masalah khila iyah yang akan terus berbed
karena keumuman nas yang membahas persoalan tersebut,
dan memberi peluang untuk diinterpretasi.

Hadis-hadis yang bersifat —umum terbukti
mempunyai kualitas shahih, walaupun dari segi kwantitas
perawinya dinilai gharib. Sedangkan hadis spesi ik tidak
dapat dijadikan sebagai sumber hukum karena tidak
memnuhi kriteria keshahihan sanad hadis karena
bertentangan dengan hadis lain yang kwalitas perawinya
lebih terpercaya (thigah). Dengan demikian persoalan ini
masih terbuka untuk terus dikembangkan pemhamannya
dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Mudah-mudahan buku ini memberi manfaat bagi
semua pembaca, dan menjadi amal ibadah bagi penulis.
Amin ya rabbal ‘alamin.

Banda Aceh, 29 Desember 2013
Penulis

Saifuddin, S.Ag
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Bagian 1
Pendahuluan

Wali nikah sebagai syarat sahnya pernikahan tidak
dibahas secara jelas dalam al-Qur'an.t Hal ini lebih banyak
dibicarakan dalam hadis Nabi, seperti "nikah tidak sah tanpa
wali" (HR. Arba'ah) atau pernyataan tentang "lebih berhak
janda daripada walinya sedang wanita muda (bikr) diminta
izinnya" (HR. Muslim) dan lain sebagainya. Namun cakupan
hadis tersebut masih bersifat umum, sehingga masih memberi
peluang interpretasi yang berbeda dalam menetapkan suatu
keputusan hukum.

Keumuman hadis tersebut melahirikan perbedaan para
ulama dalam menentukan siapa sebenarnya yang bisa menjadi
wali. Apakah laki-laki dan wanita mempunyai hak yang sama
dalam kasus tersebut atau ada perbedaan. Jumhur ulama,?

1 Al-Qur'an hanya menyebutkan "dilarang menghalangi wanita yang
telah diceraikan untuk menikahi pasangan yang disukainya dengan cara
yang baik", (al-Bagarah ayat 232).

2 Jumhur ulama yang dimaksudkan adalah Malikiyah, Syafiiyah dan
Hanabilah.

- .
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menyatakan bahwa hak perwalian adalap, laki-laj;
tidak boleh menjadi wali nikah bagi dirinya atal? ! Saja, Wanj,
Ungkapan hadis yang menyatakan "Jand, ]ebil})lugol'anglain,
walinya", mereka artikan sebagai hak untyj dimimaerhak da
dan kerelaan. Sedangkan hak untuk menjadj yqj kesedizg,
laki-laki. ' 1€ pag,

Jumhur ulama mengakui adanya pene
larangan menghalangi wanita untuk melakukan pernik
seperti disebutkan dalam ayat 232 surat al-Bagarah, Telapiahan
ini ditujukan kepada para wali berdasarkan seh,p nuzalf
Ajaran yang terkandung dalam ayat ini menjadi hujjah yang
sangat kuat untuk mengatakan bahwa wali nikah hanya
dikhususkan untuk laki-laki. Jika tidak dimaksudkan untuk ..
laki saja, tentunya terdapat penjelasan lain tentang kebolehana
wanita menikahkan dirinya tanpa harus ada campur tangan
wali.s

gasan tengy,

Berbeda halnya dengan pendapat jumhur, ulama
Hanafiyah dan Abu Tsur berpendapat bahwa hak wali nikah
bukan hanya kewenangan bagi laki-laki saja, wanita yang such
janda juga bisa bertindak menjadi wali bagi dirinya. Hal ini
berdasarkan hadis yang juga digunakan oleh jumhur untuk
menolak wanita sebagai wali nikah, yaitu: bl

I NP |

Y A °., . »‘.:‘2“ y 8,3, A% . . 5 '.',.’\\-',;ﬂ
U 3 Gkl 3 03B S Gy 02

hian,
N . Maktabah D™
3 AlSan'ani, Subul al-Salam, Jilid 111, (Bandung: M}f‘M ,qcashid']‘hu

tth.), h. 119; Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah at%
I, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.th), h. 8-12:
* Ibid,, h. 120. eeriae
5 Al-Qurthubi, al-Jami' li Ahkam al-Quran, jilid
al-Arabi, 1967), h. 73.

. ahKit
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Artinya: Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada wali-
nya, sedang gadis diajak bermusyawarah oleh bapak-
nya tentang dirinya, izinnya adalah diam (HR. Muslim,
al-Turmuzi, Abu Dawud, al-Nasa'i, Ibn Majah, Malik
dan al-Darimi).

Pendapat tentang kebolehan wanita menjadi janda
diperkuat oleh al-Jashshash yang menyatakan bahwa firman
Allah Swt. dalam surat al-Bagarah ayat 230 sebagai bukti bagi
wanita janda boleh menikahkan dirinya sendiri. Lafadh tankiha
mengindikasikan bahwa fa'ilnya hanya wanita janda tersebut,
tidak ada qarinah yang menunjukkan bahwa wali nikah
menjadi fa'il pada fi'il tankiha dalam ayat itu.s

Untuk menolak pendapat tersebut, jumhur ulama
mengajukan sebuah hadis yang secara khusus menunjukkan
bahwa wanita tidak boleh menjadi wali nikah:

L 7 55 o) (o BN OB ek ST g 5 W 3T NS 2 5 Y
Artinya: Wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan tidak
boleh menikahkan dirinya sendiri, sesungguhnya
hanya pezina yang menikahkan dirinya sendiri (HR

Ibnu Majah).

Hanafiyah menolak hadis yang diungkapkan jumhur,
hadis ini dianggap dha'if, karenanya hadis tersebut tidak dapat
dijadikan hujjah.” Pengakuan Hanafiyah tentang ke-dha'if-an
hadis yang dengan tegas melarang wanita untuk menjadi wali
serta interpretasi mereka terhadap wali nikah perlu dilakukan
kajian lebih lanjut untuk mendapatkan kepastian; apakah

6 Al-Jashshash, Ahkam al-Qur'an, jilid II, (Kairo: Maktabah
Abdirrahman, t.th.), h. 101. |

7 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 97.

~3~
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hadis-hadis tersebut memenuhi syarat untuk d.ijadikan hujjah
atau tidak bisa dijadikan dalil hukum sama sgkah. |

Respon terhadap permasalahan wali nikah bagi wanjg,
akan dilakukan kajain mendalam terhadap sanad hadis yang
dijadikan hujjah syar'iyah di kalangan para ulama. Demikjan
pula sisi kajian terhadap matan hadis akan ditelusuri jika dalam
pembahasan nantinya didapati suatu kriterias yang
menunjukkan bahwa pada hadis tersebut terdapat ‘iligh yang
tersembunyi. Pembahasan lebih terarah ditujukan pada kajian
pendapat ulama tentang wali nikah dan kualitas sanad hadis
yang sering digunakan ulama untuk menolak atau memboleh-
kan wanita menjadi wali nikah.

Atas dasar itu, kajian ini bertujuan untuk mendapatkan
penejelasan yang lebih memadai tentang bagaimana para
ulama memandang wanita untuk menjadi wali dalam sebuah
pernikahan. Keterangan yang memadai tentang kualitas sanad
dari hadis-hadis yang berbicara tentang wali nikah. Kualitas
sanad dimaksud adalah dari segi kemuttashilannya dan dari
kuantitas perawi hadis tersebut. Hal ini penting dilakukan
mengingat wacana gender tidak habis-habisnya diperbincang-
kan, bahkan sekarang sudah menjadi semakin menggema di

berbagai lapisan masyarakat. Karena itu, hasil kajian diharap-

kan dapat memberikan sumbangan yang berguna pada tataran

® Matan hadis dapat dikata : e o mngan
dengan akal sehat 2) Apat dikatakan sahih apabila; 1) tidak bertentang

sudah muhkam,

bertenta

3) tidaknggn - dah menjadi kesepakatan ulama S?lalf;
gan de ehgan dalil yang sudah pasti dan 6) tdat

' vean hadis ahad yang kwalitasnya lebih kuat. Al-Adlabl

. dl
Ismai - \€ITUL Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983), h. 136; Syuhy
ail, Metode Penelitian Haqijs Nabj, (]akarta]: Bulan Biman)g, 1992), h. 26
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sumber hukum (azas) baik dalam pembentukan hukum
nasional maupun kajian ilmiah lainnya dalam perspektif
gender.

Secara teoritis, hadis Nabi merupakan sumber hukum
[slam yang kedua setelah al-Qur'an. Disamping hadis Nabi
berfungsi sebagai penjelas, pentakhshish bagi al-Qur'an
terkadang juga bisa membentuk hukum atas perintah Allah.?
Untuk itulah penelusuran terhadap hadis Nabi mutlak diteliti,
mengingat kedudukannya sangat penting dalam proses pem-
bentukan hukum Islam.

Penelitian terhadap hadis biasanya dilakukan pada dua
hal, penelitian terhadap sanad dan penelitian terhadap matan
hadis.’* Namun penelitian pada matan biasanya tidak dilaku-
kan lagi apabila penelitian terhadap sanad dianggap sudah
memadai.’? Dalam meneliti sanad hadis, penelitian diarahkan
pada kwalitas perawi, baik kualitas pribadi (‘adil) maupun
kualitas intelektual mereka (dhabith). Penelitian tersebut
dimaksud untuk mengetahui kekuatan hadis yang diteliti,
dimana ke-sahih-an dan Kke-dha'if-an sebuah hadis sangat
tergantung pada integritas pribadi dan intelektual seorang
perawi. Kualitas perawi memberi pengaruh yang signifikan
terhadap diterima (sahih) dan tertolaknya (dha'if) sebuah
hadis. Di samping itu juga akan dilihat kuantitas perawi sebuah
hadis. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah hadis

9  Ali Hasballah, Ushul al-Tasyri' al-Islami, (Mesir: Dar al-Ma'arif,
1959), h. 40-43; Mustafa M. Azami, Memahami llmu Hadis, terj. Meth
Kieraha, (Jakarta: Lentera, 1995), h. 22-23.

10 M, Syuhudi Ismail, Memahami limu Hadis..., h. 23.

11 Karena penelitian terhadap matan dianggap tidak diperlukan lagi
apabila keadaannya sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
Tentang kriteria ini bisa dilihat pada catatan kaki no. 8.
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tersebut berkedudukan sebagai hadis ahad dengan kategorinya
ataupun mutawatir.

Pengetahuan terhadap permasalahan tersebut mutlak
perlu dalam hukum Islam, karena kualitas suatu dalil ms.
nentukan kualitas hukum yang dihasilkan. Hadis yang men.
punyai kualitas sahih bisa dijadikan hujjah untuk menetapkan
hukum, sebaliknya hadis dha'if tidak bisa menjadi hujjah 1
Hadis mutawatir berpredikat definitif (qath') yang mem-
punyai implikasi dapat diterapkan dalam segala urusan
keagamaan.13

Sedangkan hadis ahad spekulatif (zhanni), sehingga ia
hanya bisa dipakai sebagai hujjah apabila memenuhi kriteria
tertentu yang antara satu ulama dengan lainnya berberda.
Maka kedudukan hadis shahih dan mutawatir jelas berbeda
dengan hadis dha'if dan ahad dalam pandangan ahli hukum
Islam.

Pembicaraan tentang wanita sebagai wali nikah bukan-
lah pembicaraan baru. Masalah ini sudah banyak dibicarakan,
baik dalam kitab-kitab fikih imam mazhab maupun buku-buku
ulama kontemporer, dari kitab al-Umm imam al-Syafi'i yang
berbahasa Arab sampai buku-buku yang berbahasa Indonesia,
seperti buku Asas-Asas Hukum Islam tentang perkawinan yang
ditulis Kamal Mukhtar. Namun kitab dan buku-buku tersebut
hanya membahas sekilas tentang penalaran ulama dalam
menetapkan boleh tidaknya wanit menjadi wali nikah. Bahkan
tesis Nasaiy Azis tentang kemutlakan laki-laki sebagai wali

3 Ibid . lal-Tasyri’ al-Islami.., h, 49,

Muhammad Has

- yim Kamali, pri Teori Hukum
Iskam, terj. Noorhaidi, (Yogya Prinsip dan Teori-T

karta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 90-95.
~G6~
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nikah (tidak dipublikasi) isinya juga masih seputar pe-nalaran
imam mazhab terhadap permasalahan tersebut.

Belum adanya kajian terhadap sanad hadis wali nikah,
telah membuka kesempatan untuk melakukan sebuah kajian
mendalam. Karena itu, sepanjang pengetahuan penulis, kajian
ini merupakan hal yang baru dan belum pernah ada penelitian
sebelumnya terhadap kajian dimaksud.

Studi ini adalah studi kepustakaan (library research),
data-data diperoleh dari kitab-kitab hadis dan biografi perawi
hadis, serta kitab-kitab fikih khususunya bab yang membahas
tentang wali nikah. Kitab hadis yang menjadi kajian studi ini
terbatas pada sembilan buah kitab hadis yang dikenal dengan
al-Kutub al-Tis'ah. Pemilihan kitab ini dikarenakan hadis-hadis
yang digunakan oleh para jurist untuk menjustifikasi boleh dan
tidaknya seorang wanita menjadi wali nikah bersumber dari
kitab-kitab ini.

Data tentang keadaan perawi diperoleh dari kitab-kitab
yang membahas perawi (rijal) kutub al-sittah seperti Tahzib al-
Tahzib karya Ibn Hajar al-Asqalani dan Tahzib al-Kamal karya
al-Mazi dan kitab biografi rijal hadis lainnya baik yang
berbicara tentang perawi generasi tertentu seperti kitab al-
Isabah fi Tamyiz al-Sahabah, karya Ibn Hajar al-‘Asqalani, juga
kitan rijal yang membahas perawi yang hidup di daerah
tertentu seperti Tarikh Bagdad.

Dalam kegiatan takhrij digunakan dua dari limats
metode takhrij hadis, yaitu metode tematik (maudhu’) yaitu

15 Lima cara men-takhrij hadis ialah: 1) mengetahui sahabat yang
menerima hadis, 2) mengetahui lafaz pertama dari matan hadis, 3)
mengetahui kosa kata yang ada dalam matan hadis, 4) mengetahui pokok
bahasan (tema) sebuah hadis, 5) mengethui keadaan matan dan sanad

T~
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- ' sarkan tema-tema yang telah disygyp
m;nca;zlimt(lj(‘ifal?i;d;is, dan metode takhrij berdasarkan kat.
ﬁ:mm(al-faaz) dalam matan hadis: Pene'lusuran dengan dyg
metode tersebut akan digunakan kitab Mzﬁah Kunuz .al-S%mnah
dan al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Na.balfw sebagai rujukan,
Kedua kitab karya Arnold John Weinsink tersebut telah
diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fuag
Abd al-Bagi. Sebagai penuntun dalam mempe-xjgunakar.l kedua
karya tersebut digunakan kitab Turuq Takhrij al-ﬂadls %carya
Abu Muhammad Abdul Muhdi dan Ushul al-Takhrij wa Dirasat
alAsanid karya Mahmud Tahhan (keduanya telah
diterjemahkan oleh Said Aqil al-Munawar) serta buku Cara
Praktis Mencari Hadis karya M. Syuhudi Ismail Data yang
diperokeh dianalisis dengan ketentuan ke-sahih-an sanad hadis
yaitu, kriteria yang ditetapkan oleh muhaddisun berupa
bersambungnya sanad yang didukung oleh ke-adil-an dan ke-
dhabit-an seorang perawi. Hal ini akan diperoleh dari buku-
buku ulumul hadis.

Pembahasan studi ini terdiri atas lima bagian yang
memuat pendahuluan, landasan teori, analisa dan penutup.
Bagian pertama  yaitu pendahuluan yang memuat latar
belakang dan perumusan masalah. Selain itu, pada bab ini juga

diketengahkan telaah pustaka dan metode yang dipakai untuk
membahas studj inj.

Bagian kedua dj
wali nikah, dali]-
Nabi dan sekilg
Bagian ketigq

deskripsikan pendapat ulama tentang
dalil para ulama yang bersumber dari hadis
S perdebatan mereka tentang dalil tersebut.
mengetengahkan persoalan sekitar hadis Nabi
\

hadis. AlTahhan, Metode Takhrij

| dan Penelitian Sanad Hadis, terj. Ridwan
Nasir, (Surabaya: Bina llmy, 1995), h. 26-92,

~8~
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meliputi pengertian, kedudukan hadis, takhrij hadis, i‘tibar dan
cara yang dipakai dalam mengkritik hadis yang me-nguraikan
seputar ilm al-jarh wa al-ta'dil.

Bagian keempat adalah analisis, pada bab ini akan di-
paparkan hadis-hadis yang telah ditakhrij sekaligus di-sertakan
syahid dan tabi' sesudah proses i'tibar. Selanjutnya dilaporkan
pula keadaan perawi dan lambang-lambang tahammul dan ada’
yang dipergunakan oleh rawi dalam sanad hadis-hadis yang
diteliti, sekaligus dipaparkan analisa ke-dudukan hadis
tersebut. Bab terakhir adalah penutup berisi kesimpulan dan
saran.

%%
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Bagian 2
Wali Nikah dalam Wacana Fikih

A. Pengertian Wali Nikah

Kata wali berasal dari bahasa Arab dalam bentuk ism
fa'il yang dalam bentuk masdar-nya al-wilayah atau al-walayah
yang berarti dekat, mencintai, menolong, mengurus,
menguasai, daerah dan pemerintahan.’s Dalam istilah fikih kata
wilayah digunakan sebagai wewenang seseorang untuk
mengelola harta dan atau mengayomi seseorang yang belum
cakap melakukan perbuatan hukum. Perwalian atau wilayah
terjadi karena ketidakmampuan seseorang untuk melakukan
perbuatan hukum, atau dalam istilah fikih karena seseorang
hanya berada dalam ahliyat al-wujub (hanya cakap menerima
hak) tapi belum mempunyai ahliyat al-ada’ (belum cakap
melakukan perbutan hukum. Karenanya ia perlu dibantu oleh
seseorang yang sudah mempunyai ahliyat al-ada’ (pintar dan
cerdas) yang bisa mengayomi, mencintai pribadi dan harta-nya.

16 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5, (Jakarta:
Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1934; Al-Fairuz al-Abadi, a-Qamus ak
Mubhith, cet. V111, (Beirut. Muassasah al-Risalah, 1987), h. 1732.

~11~
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Dari kata inilah muncul istilah wali bagi anak yatim, dan Orang
yang belum cakap melakukan perbuatan hukum seperti apg),
kecil dan orang gila.

Para ulama membagi wilayah kepada dua macam,
wilayah ashliyah, yaitu kewenangan sendiri untuk melakukap
perbuatan hukum dan wilayah niyabah, yaitu kewenangap
seseorang untuk melakukan perbuatan hukum atas namg
orang yang berada dalam perwaliannya (diampunya). Wilayah
niyabah didapatkan oleh seseorang dengan dua cara, dengan
sukarela (ikhtiyariyah) berupa pendelegasian dari pihak yang
diampu atau pihak lain yang menjadi walinya (orang yang
diampu) kepada seseorang untuk bertindak atas nama orang
yang diampu terhadap semua perbuatan hukum atau
perbuatan hukum tertentu seperti seseorang memberi wasiat
kepada seseorang supaya menjadi wali nikah bagi anaknya,
atau dengan paksaan (ijbariyah), yaitu perwalian yang harus
diterima seseorang melalui pendelegasian syara' sepert
seorang ayah atau kakek menjadi wali bagi anaknya yang
masih kecil Kewenangan ini akan digunakan sebaik-baiknya
untuk kemaslahatan anak yang berada dalam perwalian.

Sebagai sebuah wewenang pengganti tentunya ia akan
hilang dengan sendirinya seiring dengan hilangnya sebab yang
membuatnya ada. Kalau wewenang itu ada karena ketidak-
mampuan orang yang digantikannya karena masih kecil atau
gila, maka wewenang itu akan hilang ketika anak itu tumbub
dewasa atau orang tersebut sembuh dari kegilaannya. Kecuall
anak atau orang yang diwalinya menyatakan lain. Demikian

Juga dengan perwalian atas dasar pendelegasian dari Pihak

" Abdul Aziz Dahian, Ensikiopedi Hukum Islam.., jilid 5, h. 193%
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